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L. VISI DAN MISI

1.

VISI

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya
tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pangkalan Bun, Visi Pengadilan
Agama Pangkalan Bun yaitu “Terwujudnya Pengadilan Agama Pangkalan

Bun Yang Agung”.

MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai dengan visi

yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud

dengan baik. Misi Pengadilan Agama Pangkalan Bun yaitu:

1) Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Pangkalan Bun;

2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari
keadilan;

3) Meningkatkaan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan;

4) Meningkatkan kredabilitas dan transparansi Pengadilan Agama

Pangkalan Bun

IL TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

L.

TUJUAN STRATEGIS
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka
mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Pangkalan Bun. Tujuan yang akan
dicapai Pengadilan Agama Pangkalan Bun adalah sebagai berikut :
1) Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui
proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

2) Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui

pemanfaatan teknologi informasi;




3) Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan;

4) Terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap putusan Pengadilan;

5) Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia;

6) Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan;

7) Terwujudnya pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan
akuntabel;

8) Terwujudnya peningkatan pengadaan sarana dan prasarana.

2.  SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020

sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan

Agama Pangkalan Bun adalah sebagai berikut:

1)  Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;

2)  Terwujudnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;

3) Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan;

4)  Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;

5) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia;

6) Meningkatnya kualitas pengawasan;

7)  Meningkatnya pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan
akuntabel;

8) Meningkatnya penyediaan Sarana dan Prasarana.

III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA
PANGKALAN BUN

Prinsip Pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip
pokok dalam system Peradilan. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya

akuntabilitas (pertanggung jawaban). Melalui keterbukaan (transparansi) maka

seluruh aparat Peradilan dituntut secara maksimal dalam menjalankan tugasnya




dan pelayanan kepada masyarakat, adapun arah kebijakan Pengadilan Agama

Pangkalan Bun adalah terurai sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Pangkalan Bun.

2. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kinerja Peradilan
Agama di lingkungan Pengadilan Agama Pangkalan Bun serta peningkatan
Transparansi Peradilan.

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pembinaan dan DDTK serta
optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP.

4. Pengembangan Teknologi Informasi dan peningkatan akses masyarakat atas
keadilan.

Sebagai kelanjutan program pembaharuan Mahkamah Agung, dalam upaya
meningkatkan citra Mahkamah Agung serta pengadilan di bawahnya sebagai
lembaga yang terhormat dan dihormati dan untuk mewujudkan visi dan misinya
Pengadilan Agama Pangkalan Bun tahun 2022 telah melakukan beberapa hal di
antaranya adalah dalam hal peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari
keadilan pada Pengadilan Agama Pangkalan Bun yaitu dengan cara memberikan
pelayanan secara cepat, tepat dan benar, merubah meansed seluruh karyawan untuk
berperan sebagai pelayanan bukan sebagai tuan, memberi pelayanan kepada
masyarakat pencari keadilan secara prima, serta menempelkan pengumuman
tentang Panjar biaya perkara PP Nomor 53 tahun 2008 tentang Penerimaan Negara
Bukan Pajak, sebagai wujud dari transparasi, melarang aparat peradilan untuk
menerima tamu orang yang berperkara serta pemanfaatan dan pengembangan
Teknologi Informasi melalui Website, Meja Informasi dan Pengaduan, TV Media
yang tersedia di ruang tunggu, pencetakan poster, Pamflet, brosur, kotak aduan dan
lain-lain, sebagai sarana untuk penataan sistem informasi manajemen yang lebih
efektif dan efisien, sehingga selain dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan,
dapat juga digunakan untuk meningkatkan transparansi sistem peradilan itu
sendiri, disamping itu dalam hal pelayanan publik dan persidangan sudah dan
memiliki SOP (Standart Operasional Procedur) serta pemberlakuan Sistem Antrian

(Queuing System), meningkatkan Akses terhadap Keadilan untuk semua (Justice

for all) dengan telah menjalankan 3 Program Utama yaitu :




1. Pembebasan biaya perkara (Fasilitas Prodeo).
2. Pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan.
3. Penyediaan Pos Bantuan Hukum.

Peningkatan pelaksanaan publikasi putusan dan transparasi Peradilan
Agama juga menjadi salah satu rencana strategis, sehingga keterbukaan informasi
kepada masyarakat akan benar-benar terwujud, hal tersebut akan memberikan
kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang Peradilan
Agama seperti prosedur berperkara, biaya perkara putusan dan sebagainya.

Keterbukaan juga merupakan salah satu pilar utama dalam Kkonsep tata
pemerintahan yang baik (good governance). Dalam konteks tersebut, ada 3 hak
publik yang relevan yang berkaitan dengan prinsip keterbukaan yaitu:

a. Hak publik untuk memantau dan mengamati perilaku pejabat publik.
b. Hak publik atas informasi.
¢. Hak untuk mengajukan keberatan.

Untuk menjamin pemenuhan ketiga hak publik yang berkaitan dengan
prinsip keterbukaan, pengadilan dalam hal ini Mahkamah Agung, harus memiliki
standar pengelolaan informasi dan pelayanan publik. Oleh karenanya telah terbit
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 (SK
KMA No. 1-144/2011) tentang Pedoman Pelayanan Infomasi di Pengadilan. Selain
memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak masyarakat untuk mengakses
informasi yang dikelola oleh pengadilan, SK tersebut juga mengatur pedoman
pelaksanaannya.

Aturan — aturan dalam (SK KMA No. 1-144/2011) sedapat mungkin telah
mengakomodasi prinsip-prinsip umum untuk peraturan yang berkaitan dengan
akses publik terhadap informasi, yaitu:

a. Akses maksimum dan pengecualian terbatas (maximum access limited
exemption-MALE) yang menghendaki agar mayoritas informasi yang dikelola
oleh pengadilan bersifat terbuka dan pengecualian untuk menutup suatu

informasi hanyalah untuk kepentingan publik yang lebih besar, privasi

seseorang, dan kepentingan komersial seseorang atau badan hukum;




b. Permintaan informasi oleh masyarakat kepada pengadilan yang tidak perlu
disertai alasan;

c. Penyelenggaraan akses terhadap informasi di pengadilan yang murah, cepat,
akurat dan tepat waktu;

d. Penyediaan informasi yang utuh dan benar;

¢. Penyampaian (pengumuman) informasi secara pro aktif oleh pengadilan
terhadap informasi-informasi yang penting untuk diketahui oleh publik;

f. Ancaman sanksi administratif bagi pihak-pihak yang dengan sengaja
menghalangi atau menghambat akses publik terhadap informasi di pengadilan
dan

g. Mekanisme keberatan dan banding yang sederhana bagi pihak-pihak yang
merasa hak-hanya untuk memperoleh informasi di pengadilan tidak terpenuhi.

Pedoman pelaksanaan akses masyarakat terhadap informasi di pengadilan
yang diatur dalam (SK KMA No. 1-144/2011), meliputi:

a. Pihak yang bertugas memberikan pelayanan informasi;

b. Informasi yang harus diumumkan oleh pengadilan serta mekanisme
pengumumannya;

c. Informasi yang dapat diminta masyarakat kepada pengadilan;

d. Prosedur pelayanan informasi;

e¢. Pengaburan informasi dalam putusan atau penetapan pengadilan serta;

f.  Mekanisme keberatan dan sanksi;

Rencana strategis yang tak kalah pentingnya adalah peningkatan kualitas,
diskusi, pembinaan sehingga dapat meningkatkan kenerja aparat peradilan dalam
melayani masyarakat pencari keadilan.

Pemanfaatan teknologi informasi juga terus dilakukan, sebagai sarana untuk
penataan sistem informasi manajemen yang lebih efektif dan efisien, sehingga
selain meningkatkan kualitas kinerja peradilan, dapat juga digunakan untuk
meningkatkan transparansi sistem peradilan itu sendiri.

Menindaklanjuti program pengembangan Teknologi Informasi dari

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pangkalan Bun

telah memanfaatkan Sistem Administrasi Peradilan Agama (SIPP) dan untuk




IV.

pengelolaan data kepegawaian telah mengaplikasikan Sistem Informasi Pegawai
(SIMPEG) dari Badilag dan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) dari
Mahkamah Agung R.I. Sementara itu website Pengadilan Agama Pangkalan Bun
telah memuat publikasi putusan, transparansi anggaran dan transparansi biaya
perkara, prosedur berperkara, data pengawasan dan sebagainya, schingga makin
lengkaplah informasi yang dapat diperoleh masyarakat dari website tersebut dan
hal ini membuktikan bahwa peradilan agama telah menjalankan transparansi dan

keterbukaan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran

strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator Kinerja

utama dengan dapat digambarkan sebagai berikut:
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V. PROGRAM DAN KEGIATAN
Sasaran strategis tersebut diatas merupakan arahan bagi Pengadilan Agama
Pangkalan Bun untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan
membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai
berikut :
A. Program

1) Peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara;

2) Peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas
pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara;

3) Peningkatan mutu pelayanan penerimaan dan penyelesaian perkara
miskin dan terpinggirkan serta peningkatan intensitas pelaksanaan
persidangan secara tepat waktu penyelesaian perkara

4) Peningkatan mutu pelaksanaan pembebasan biaya perkara, sidang di luar
gedung dan pelayanan posbakum;

5) Peningkatan mutu konsultasi dan pembuatan dokumen perkara;

6) Peningkatan mutu pelayanan dan informasi kepada masyarakat secara
transparan dan akuntabel;

7) Peningkatan pelayanan meja informasi dengan cepat, akurat dan
akuntabel;

8) Peningkatan penyelesaian minutasi yang berkualitas, tepat waktu berbasis
pola bindalmin dan SIPP;

9) Peningkatan mutu pelayanan administrasi penerimaan perkara berbasis
pola bindalmin dan SIPP;

10) Peningkatan mutu pelayanan dalam persidangan:

I'1) Peningkatan mutu pelayanan penyelesaian administrasi putusan perkara;

12) Peningkatan mutu pelayanan penyampaian salinan putusan/penetapan
tepat waktu;

13) Peningkatan mutu pelayanan dalam penerbitan akta cerai;

14) Peningkatan mutu pelayanan penyerahan akta cerai;

15) Peningkatan pelaksanaan administrasi arsip perkara yang harus masuk box

yang tepat waktu;




16) Peningkatan pelaksanaan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada
para pihak;

17) Peningkatan kualitas pelayanan mediasi;

18) Peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan;

19) Peningkatan kualitas pelayanan permohonan sita;

20) Peningkatan kualitas pelayanan permohonan eksekusi;

21) Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat

B. Kegiatan
1) Pembinaan dan DDTK;
2) Meningkatkan proses persidangan;
3) Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP;
4) Sosialisasi, koordinasi, evaluasi dan pengawasan;
5) Konsultasi dan Pembuatan dokumen / surat gugat dan permohonan;
6) Perbaikan MOU, DDTK pembuatan surat gugatan untuk anggota
POSBAKUM;
7) Pembinaan dan DDTK petugas meja informasi;
8) Membentuk Tim Pejabat PPID;
9) Optimalisasi layanan secara online;
10) Percepatan proses minutasi;
11) Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP;
12) Percepatan proses persidangan;
13) Memaksimalkan pemberitahuan PSP kepada pihak Penggugat/Pemohon;
14) Peningkatan SDM/Hakim Mediator;
15) Percepatan penyelesaian putusan;
16) Melakukan DDTK terhadap Jurusita/Jurusita Pengganti;
17) Pembinaan Hakim dan Panitera Pengganti;
18) Percepatan proses pelaksanaan eksekusi;
19) Koordinasi antar instasi terkait;

20) Optimalisasi informasi secara transparan dan akuntabel;

21) Penyempurnaan SOP.




Adapun berdasarkan Program sebagaimana yang tertuang dalam Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Pangkalan Bun Tahun Anggaran 2025
dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok yang merupakan satu
kesatuan dari Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Pengadilan Agama Pangkalan Bun
yaitu :

I. Program Dukungan Manajemen

Dari Program ini dengan anggaran yang tersedia pada Tahun Anggaran 2025
direncanakan untuk komponen sebagai berikut:

Layanan Perkantoran

(001) Gaji dan Tunjangan;

(002) Operasional dan Pemeliharaan Kantor diantaranya untuk:
e  Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran;
e Langganan Daya dan Jasa;
e Pemeliharaan Kantor;
o Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor.
e Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan.
e Rapat Koordinasi Internal

o Konsultasi ke tingkat banding

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Dari program ini dengan anggaran yang tersedia pada Tahun
Anggaran 2025 direncanakan untuk kegiatan sebagai berikut:
1) Pos Bantuan Hukum;
2) Pembebasan Biaya Perkara;

3) Sidang di Luar Gedung Pengadilan.
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SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN

NOMOR : 185.a/KPA.W16-A2/HM.01/1/2025
TENTANG

TIM PENYUSUNAN PROGRAM KERJA PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN

Menimbang

Mengingat

1.

TAHUN 2025
KETUA PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN

Bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi, efektivitas dan
akuntabilitas pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Pangkalan
Bun Tahun 2025 maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Program
Kerja Pengadilan Agama Pangkalan Bun Tahun 2025.

. Bahwa nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang

mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusunan Program Kerja
Pengadilan Agama Pangkalan Bun Tahun 2025.

. Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua
Undang-undang Nomor 3 tahun 2009;

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;

Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan
kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang
Peradilan Agama;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004
tentang Rencana Kerja Pemerintah

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku Il Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di
Pengadilan;



Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan.

MEMUTUSKAN

. SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PANGKALAN

BUN TENTANG TIM PENYUSUNAN PROGRAM KERJA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN TAHUN 2025;
Mengangkat dan menunjuk sebagaimana terlampir dalam surat
keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Program Kerja Pengadilan
Agama Pangkalan Bun Tahun 2025;

: Keputusan ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk

dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

keputusan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

: Pangkalan Bun
: 13 Januari 2025



cow>

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun
Nomor : 185.a/KPA.W16-A2/HM.01/1/2025
Tanggal : 13 Januari 2025

TIM PENYUSUNAN PROGRAM KERJA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN TAHUN 2025

Pembina/Pengarah : H. Muhammad Gafuri Rahman, S. Ag., M.H.I
Ketua : Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H.
Penanggung Jawab : Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.|
KOMISI A : Administrasi Kepaniteraan
Ketua . Frislyasi, S.H.L.
Koordinator : Bemby Joviko, S. H., M. A.P
Sekretaris : Segah Kusuma Dani, S.H
Anggota : 1. Azmi Fuadi, S.H.
2. Bagus Wihendra Nur. S, A. Md
3. Aufa Baskoro Aji, S.H
4. Muhammad Naufal Nada Sila, S. H
5. Roy lrawan, S.H.
6. Atturmuzi
7. Septyan Hadi Wiyanto
8. Arbani
KOMISI B : Administrasi Kesekretariatan
Ketua : Hj. Noor Inayah, S. H
Koordinator . Inggar Pratiko, S. Kom
Sekretaris : Kanya Kitry, A. Md
Anggota :1. Rini, S. H
2. Swaji Junikha, S.S.T
3. Dwiana Rachmasari, S. E
4. Rieska Prahesthy
5. Subhan A. W
6. Tunjung Wirastomo
7. Sarfani
8. Tunjung Wirastomo







